ABSTRAK

Perjanjian kawin dapat diadakan dalam ikatan perkawinan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yakni KUH Perdata yang mengatur perjanjian
kawin hanya dapat dicatatkan sebelum perkawinan, sedangkan pada Kompilasi
Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
yang mengatur pencatatan perjanjian kawin dapat dilakukan pada saat atau
sebelum perkawinan berlangsung, namun setelah Mahkamah Konstitusi
mengeluarkan Putusan MK Nomor 69/PUU-XI111/2015 yang mengubah ketentuan
pencatatan perjanjian kawin yang dapat dicatatkan selama perkawinan, hal
tersebut menimbulkan perbedaan pada pembuatan dan pencatatan perjanjian
kawin, dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang ketentuan
perjanjian kawin sebelum adanya Putusan MK Nomor 69/PUU-XI11/2015,
mekanisme pencatatan perjanjian kawin pasca perkawinan dengan adanya Putusan
MK Nomor 69/PUU-XII1/2015 serta akibat hukum dari pencatatan perjanjian
kawin tersebut.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi yakni yuridis
empiris. Penelitian ini berspesifikasi deskriptif analistis serta sumber data yang
diperoleh dari narasumber yakni Notaris, Hakim Pengadilan Negeri Kota
Semarang, Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kota
Semarang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembalang. Penulis dalam
penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan penalaran induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang menunjukan bahwa
perjanjian kawin yang dibuat pada saat atau sebelum perkawinan berlangsung
sebelum adanya Putusan MK Nomor 69/PUU-X111/2015 sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pada mekanisme
perjanjian kawin yang dibuat pasca perkawinan dengan adanya Putusan MK
Nomor 69/PUU-XII1/2015 memerlukan persyaratan pencatatan yang berbeda
dengan sebelum dikeluarkannya putusan MK tersebut yakni berupa kutipan akta
perkawinan atau buku nikah yang telah dicatatkan pada saat perkawinan, Kartu
Keluarga, KTP dan akta notaris perjanjian kawin. Pencatatan perjanjian kawin
pasca perkawinan dapat menimbulkan akibat hukum baik pada status harta
perkawinan maupun berlakunya perjanjian kawin terhadap pihak ketiga yang
terikat pada perjanjian kawin yang telah dicatatkan pasca perkawinan.
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